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BAB V

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari proses penelitian. Bagian ini dibagi

menjadi dua bagian yaitu kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap

pertanyaan penelitian, dan saran yang berisikan masukan dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

Bagian kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang

disesuaikan dengan rumusan masalah.

1. Kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah

Kewarisan adat Dayak Ngaju dipengaruhi oleh sistem kekerabatan

serta adat yang berada dilingkungannya, dengan pertimbangan selama hukum

adat itu tidak berdampak negative, sehingga dapat menjamin harmonisasi

dengan pluralisme hukum didalamnya. Kewarisan adat Dayak Ngaju berpijak

pada dua kaki yakni hukum Islam dan hukum perdata. Terjadi  perpaduan

sistem hukum Islam, adat dan hukum perdata karena sama-sama hidup di

dalam masyarakat suku Dayak Ngaju kendati dalam intensitas yang berbeda,

sehingga dapat merekonstruksi hukum waris dalam kearifan budaya lokal.

Dalam kewarisan adat Dayak Ngaju pembagian harta warisan dapat

dilakukan pada saat pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal

dunia.”Orang tua melakukan penunjukan dan pembagian terhadap harta

warisan kepada anak-anak mereka dilakukan pada saat si-pewaris (orang tua)
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masih hidup, namun penyerahan atau pengoperannya harta warisan secara

resmi baru bisa dilakukan sewaktu pewaris (orang tua) sudah meninggal

dunia. Jumlah bagian untuk ahli waris ditentukan bersama-sama berdasarkan

asas musyawarah mufakat, dengan mendapatkan  jumal bagian yang sama

besarnya

Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Dayak

Ngaju sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan

merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Mereka

mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga

dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli

waris, mempunyai hak untuk diperlakukan sama. Sehingga dalam teori

keadilan mereka sama-sama mendapatkan kewarisan. keadilan di sini adalah

keadilan komulatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama

banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Pola pembagian kewarisan Dayak Ngaju dengan bagi sama 1:1, agama

bukan menjadi penghalang, dilakukan dengan sistem mayorat individual,

egaliter, pertimbangan ekonomi ahli waris, berdasarkan hasil konsensus dan

merujuk kepada perjanjian damai Tumbang Anoi 1894. Kelompok pada ahli

waris dalam masyarakat Dayak Ngaju  menyerupai dengan sistem hukum

waris yang dianut dalam”KUHPerdata yang termuat dalam pasal 852 yaitu

anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai

perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan
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nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis

lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran  lebih dulu.

Sistem kekerabatan suku Dayak Ngaju menggunakan sistem pewarisan

dengan kekerabatan bilateral atau parental.

Sistem pembagian waris dalam masyarakat Dayak Ngaju merujuk

dalam hukum adat Dayak perjanjian damai Tumbang Anoi 1984 yang

menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum adat Dayak yang dipatuhi yang

dirinci dalam “beberapa pasal. Dalam isi perjanjian tersebut termuat 96 pasal

hukum adat Dayak dan hanya terdapat 2 pasal (89 dan 91) mengenai peraturan

waris menurut hukum adat Dayak Ngaju. Asas perdamaian dalam sistem

menyelesaikan perkara waris adat Dayak Ngaju yaitu asas rukun, patut dan

laras. Asas rukun yaitu suatu asas yang isinya suatu pandangan dan sikap

menghadapi hidup bersama dalam lingkungan dengan sesamanya untuk

mencapai suasana hidup bersama yang aman, tentram dan sejahtera. Asas

patut merupakan asas yang menekankan perhatian kepada cara bagaimana

seharusnya, bertindak dan berprilaku dengan lebih mengedepankan etika dan

rasa malu.  Itu berlaku sebagai kepatutan ini sering juga disebut dengan asas

kelayakan. Asas laras yaitu sikap mengutamakan keseimbangan dan

kesesuaian bagian bagi seluruh ahli waris.

Penyelesaian kewarisan adat Dayak Ngaju mengacu kepada asas

kekeluargaan, persamaan dan perdamaian. Asas tersebut berinduk kepada

falsafah huma betang, yang berisikan prinsip musyawarah mufakat,
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kesetaraan, kejujuran, kesetian dan keadilan. Filosofi huma betang adalah

mengedepankan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan.

Secara filosofis sebutan betang juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan

budaya hidup bersama dalam satu atap, gotong royong, saling pengertian

dalam naungan hukum adat. Budaya betang adalah norma kehidupan

masyarakat berdasarkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, kesetaraan dalam

bermasyarakat. Lestarinya bubaya dan kearifan lokal kewarisan adat Dayak

Ngaju, dikarenakan teguh dan kuatnya masyarakat suku Dayak Ngaju dalam

memegang nilai-nilai falsafah huma betang dan filosofi belom bahadat,

terutama semangat perdamaian /islah, mufakat dan musyawarah untuk

mencapai maslahat dan harmonis dalam keluarga.

Penelitian tentang kewarisan adat Dayak Ngaju ini dapat peneliti

katakan dalam pendekatan konsep ilmu multilateral yang berinduk kepada

bilateral, karena tidak terikat dari pembatasan ahli waris seperti jenis kelamin,

perbedaan agama dan keluar dari hukum waris Islam. Adanya perdebatan

diantara yang hidup untuk mencarikan keadilan, solusi kemanusiaan itu maka

diperlukan pintu hibah dalam agama Islam.

2. Dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam

kewarisan adat Dayak Ngaju

Diakletika hukum merupakan salah satu bentuk tindakan sosial

hukum, yaitu kesadaran hukum sebagai instrumen transformasi hukum.

Dialektika hukum perlu untuk mendefinisikan dan menjelaskan terminologi
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yang mapan dan kontradiksi sehingga bisa melahirkan konsep baru menuju

kebenaran dan ideal. Dialektika adalah dua hal yang dipertentangkan lalu

didamaikan, Dialektika merupakan konsep yang bertentangan, di mana semua

proses yang berlangsung selalu berbenturan satu sama lain sebelum akhirnya

mengarah pada persatuan.

Model dialektika kewarisan dalam  adat  Dayak Ngaju adalah proses

penyesuaian dimana proses adaptasi dan harmonisasi hukum dengan suatu

budaya terhadap budaya lain sebagai akibat adanya pertentangan antara

hukum Islam dan hukum perdata. Dialektika terjadi karena adanya dua

kekuatan hukum yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu sama

lainnya. Dalam interaksi dua sistem hukum yang terjadi dalam adat Dayak

Ngaju, berlanjut dengan upaya mengambil konsep yang paling ideal dan lebih

maslahat. Seperti pembagian warisan adat Dayak Ngaju mengharuskan ahli

waris membagi berdasarkan konsensus/ kesepakatan bersama dengan bagi rata

dan tidak membedakan agama sebagaimana kepatuhan mereka terhadap

hukum adat yang tertuang dalam perjanjian Tumbang Anoi 1894, maka hal

itu secara sekilas telah terjadi dialektika hukum Islam dan hukum perdata

dalam konsep menemukan kebenaran yang ideal bila disandingkan dengan

hukum kewarisan adat Dayak Ngaju.

Sistem hukum adat Dayak Ngaju yang muncul dari sebuah kerukunan,

kepatuhan dan keselarasan dalam musyawarah mufakat, akan tetapi dipakai

hanya dalam komunitas suku Dayak Ngaju saja. Bila disandingkan dengan



399

hukum Islam, tidak ada sumber hukum (kitabnya) dalam pendekatan religius,

ketika disandingkan dengan hukum perdata (BW)  tidak ada sumber Undang-

undangnya, akan tetapi hukum tersebut hidup dalam masyarakat adat.

Masyarakat Dayak Ngaju dalam kedudukannya sebagai warga negara juga

dituntut untuk tunduk pada tiga sistem hukum; hukum adat, hukum Islam dan

hukum perdata. Tidak tertutup kemungkinan antara ketiga sistem hukum

tersebut terjadi pertentangan, atau bahkan saling berkompetisi untuk menjadi

sistem hukum yang diterima masyarakat adat Dayak, karenanya proses

dialektika hukum terjadi dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.

Penerapan dialektika hukum dan budaya lokal seringkali menjadi

pengukur terjadinya sebuah kompetensi dan percampuran hukum terhadap

suatu wilayah adat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, dialektika hukum

dalam kewarisan secara sosial diterapkan dan berlaku ditengah-tengah

masyarakat adat Dayak Ngaju dengan nilai kebersamaan dan perdamaian. Hal

tersebut diwujudkan melalui aktivitas gotong royong, tolong menolong,  dan

bekerjasama dalam memenuhi kepentingan hidup  bersama yang harmonis

sesuai prinsip adat Dayak Ngaju hatamuei lingu nalatai hapangkaja karende

malempang (mengembarai pikiran dan perasaan satu dan lainnya saling

mengunjungi) dan prinsip penyang hinje simpei paturung humba tamburak

(menjunjung tinggi kerjasama dan nilai persatuan antara satu dan yang lain).

Menggunakan pendekatan maslahah mursalah, penemuan hukum

tidak hanya berhenti pada khitāb dari sebuah teks, melainkan mengukur
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kesesuaian khitāb tersebut dengan nilai universal yang bisa mendatangkan

kedamaian dan keharmonisan dalam kekerabatan. Dialektika hukum Islam,

hukum adat, dan hukum perdata dipengaruhi oleh sistem kekerabatan

masyarakat adat, sehingga bentuk dan sistem kewarisan  berlaku dan

dijalankan oleh masyarakat adat Dayak Ngaju sesuai dengan rasa keadilan

masing masing. Memperhatikan nilai dan fakta dalam kewarisan adat Dayak

Ngaju, maka dialektika hukum bisa membawa kepada kesejahteraan dan

kemaslahatan bagi setiap ahli waris. Alasan pentingnya adalah berkaitan

dengan  upaya menemukan konsep baru yang benar dan ideal serta sesuai

dengan kearifan  lokal sebagai  sistem hukum di Indonesia, sebagai salah satu

pintu eklektisime hukum waris adat Dayak Ngaju dalam upaya solusi

penyelesaian waris secara harmonis. Eklektisisme dalam kewarisan adat

Dayak Ngaju adalah menggabungkan unsur yang sama dan memisahkan

unsur yang berbeda. Contoh dalam kasus ini eklektisismenya adalah membagi

adalah sama, tetapi ketika siapa yang berhak menerima dan berapa besaran

pembagiannya maka akan terjadi perbedaan.

Penerapan dialektika hukum kewarisan adat Dayak Ngaju dengan

pluralisme hukum menghasilkan  harmonisasi  dengan menemukan konsep

baru eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju. Konsep dialektika

dan konsep pluralisme tidak boleh terjadi pertentangan. Konsep dialektika

masuk kepada konsep antropologi hukum, karena pluralisme hukum itu

hukumnya, dan dialektika itu manusia yang berbudaya dalam hukum.
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Secara hukum perdata menghilangkan jenis kelamin dan perbedaan

agama, karena di suku Dayak Ngaju sendiri dalam satu keluarga itu agamanya

plural landasannya sehinga ia lebih cocok kepada hukum perdata. Landasan

tata caranya tidak memakai faraidh, tetapi dialektika yang kedua yaitu hibah,

landasan pembagiannya konsensus atau kesepakatan. Hal ini merupakan

temuan dan menunjukkan fakta bahwa kewarisan adat Dayak Ngaju terjadi

dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

Temuan teori eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju

memiliki  hukum kewarisan berdasarkan dari sebuah resepsi/penerimaan

secara logika masyarakat adat Dayak Ngaju dengan sistem kewarisan hukum

perdata yang berinduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan

didalam tata cara pembagiannya adalah levelnya termasuk dengan subtansi

pemahaman kepada hibah, karena dipengaruhi dari sisi ekonomi dan status

sosial para ahli waris. Dari temuan teori ini, sekilas memang lepas dari

ketentuan syariat, tetapi nilai-nilai kebaikan itulah yang diambil oleh

masyarakat adat Dayak Ngaju dengan semangat islah dan maslahat mursalah

dalam konteks ushul fiqhnya.

Temuan teori eklektisisme hukum kewarisan adat Dayak Ngaju,

melahirkan tiga konsep; pertama, konsep eklektisisme yang merupakan

sebagai konsep dari campuran adat Dayak Ngaju, yakni adanya unsur-unsur

kesamaan antara hukum adat Dayak Ngaju dengan konsep perbedaan jenis

kelamin dan agama sebagai ahli waris dalam hukum perdata. Yang kedua,
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adanya semangat dalam hukum Islam, karena tata cara pembagian

mengabaikan  aspek jenis kelamin dan agama, maka lebih dilihat pada

pemberian hibah diantara ahli waris dengan cara mediasi, yang bertolak ukur

pada nilai kebendaan dengan melihat siapa ahli waris yang lebih memerlukan.

Ketiga, konsep kewarisan adat Dayak Ngaju yaitu konsep terbuka dengan

perkembangan pluralnya dengan adanya konsep kewarisan hukum Islam dan

hukum perdata.

Penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju ini, satu adat mempunyai

cabang kepada hukum  perdata dan hukum Islam, jadi hukum ada mempunyai

dua cabang/ multidisipliner. Dari outcame terhadap teori konsep eklektisisme

hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, maka spectrum rekomdetnya adalah

waris multilateral. Konsep multilateral melihat kepada sifat terbuka pada

hukum kewarisan adat Dayak Ngaju, yakni berkembang karena

kemampuannya untuk bisa menerima konsep yang berkembang dari hukum

Islam dan hukum perdata. Jadi multilateral karena melengkapi beberapa

sistem hukum yakni Islam, adat dan hukum perdata. Dilihat dari potret adanya

dialektika antara hukum Islam, adat dan hukum perdata, maka yang paling

tepat adalah kosa kata eklektisisme yang memberikan makna menggabungkan

hal-hal yang berbeda dan mengurai hal-hal yang tidak sama.
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B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam hendaknya dalam

penyelesaian kewarisan seyogiamya tunduk dan patuh terhadap hukum

Islam dengan melakukan pembagian harta waris sesuai dengan asas ijbari

ilmu faraid, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan nilai-

nilai kearifan lokal, kebiasaan dan budaya yang berlaku di masyakarakat

setempat, dengan mengacu kepada nilai keadilan dan maslahat.

2. Kepada para tokoh pemangku adat Dayak Ngaju dan para pihak yang

termasuk dalam lembaga adat Dayak (Dewan Adat Dayak-Majelis Adat

Dayak Naioanal), perlu adanya usaha kodifikasi hukum waris adat Dayak

Ngaju sebagai rujukan dalam pengembangan dan pembinaan hukum waris

secara nasional.

3. Bagi para hakim, mediator, dan juru damai adat hendaknya dalam

menyelesaikan  kewarisan adat Dayak Ngaju memperhatikan sistem dan

norma hukum kewarisan adat yang berlaku, terutama hukum Islam bagi

para pemeluknya, serta hukum perdata bagi masyarakat adat

dlingkungannya, sehingga hasil pembagian waris yang didapatkan

menjamin keselarasan dan kerukunan dalam masyarakat adat.
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pandang/sejarah-palangka-raya/ (3 Juli 2020).
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E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Damang Kardinal tanggal 22 Oktober 2020.
Wawancara dengan Bapak Kardinal Damang Adat, tanggal 15 Desember 2020.
Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung,  ketua damang kecamatan Jekan

Raya Kota Palangkaraya, di kantor kedamangan Jekan Raya
Palangkaraya, 09 Juni  2020.

Wawancara dengan bapak Kardinal Tarung,  ketua damang kecamatan Jekan
Raya Kota Palangkaraya, di kantor kedamangan Jekan Raya
Palangkaraya, 10 Agustus 2020.

Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat
Dayak Kalimantan Tengah   di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad,
11 Juni 2020.

Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat
Dayak Kalimantan Tengah  di kediaman rumah bapak Sabran Ahmad,
11 Jui 2020.

Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat
Dayak Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016, di kediaman rumah
bapak Sabran Ahmad, 15 Juni 2020.

Wawancara dengan bapak Sabran Ahmad, tokoh adat dan ketua dewan adat
Dayak Kalimantan Tengah Tahun 2008-2016, di kediaman rumah
bapak Sabran Ahmad, 15 Juni 2020.

Wawancara dengan Damang Bapak Kardinal Tarung,  15 Desember 2020.
Wawancara dengan ibu Eka Fitriningsih, tanggal 20 Desember 2020.
Wawancara dengan Ibu Himatunnisa, tanggal 2 Desember 2020.
Wawancara dengan Irwan Syahruzie (Antonius D. Beraan), Sekretaris Jenderal

Kerukunan Suku Dayak Meratus, Pembina Aliansi Masyarakat Adat
Dayak Bersatu, Pembina Aliansi Pemuda-Pemudi Dayak Kalimantan.
19 Desember  2020. Pukul 10.56 WIB.

Wawancara dengan Pak Andilau , tanggal 18 Desember 2020.
Wawancara dengan Pak Rian, tanggal 21 Desember 2020.
Wawancara dengan Sabran Ahmad Tokoh Dayak Kalteng  tanggal 20

Desember 2020E.Utrecht, 1983, Pengantar Dalam Hukum Indonesia,
Sinar Harapan, hal.11.

Wawancara dengan Wihildi, Mantir Desa Adat Dayak Dusun, 28 Pebruari
2021 Pukul 15.15 WIB.


